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DEMI KEADILAN B
Pengadilan AgamiRBDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
AU yang Memeriksa dan mengadili perkara pada

T e T

singkat pertama dalam sidang majelis {
dispensasi kawin yang diajukan oleh :
galeha binti La Bandang,

elah menjatuhkan penetapan perkara

HMUr ST tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

lidak ada, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Pakka, Desa
Nepo,

Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebaga
Pemohon:

pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saks

muka sidang;

i di

DUDUK PERKARA

02
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal
ra lisan yang

i ah mengajukan permohonan dispensasi kawin seca
Mei 2017 tel ga) P -

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru den

i i i berikut :
20/Pdt P/2017/PA Br., tanggal 02 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagal beri
n hendak menikahkan anak kandung Pemohon Yyang

a Cape, berumur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan
k ada, tempat kediaman Pakka, Desa Nepo,
ten Barru dengan calon suaminya yang
r 19 tahun, Agama islam, pendidikan
Lanrae, Desa Nepo,

1. Bahwa Pemoho
bernama Nurlia binti L
terakhir SD, pekerjaan tida

matan Mallusetasi, Kabupa

Muhlis bin Sakaria, umu .

rjaan Petani, tempat kediaman di

si, Kabupaten Barru.

k melaksanakan pernik

pun peraturan per

Keca
bernama
tidak ada, peke
Kecamatan Malluseta

2. Bahwa syarat-syarat untu
n hukum Islam mau

ahan tersebut baik menurut
undang-undangan yang
ak Pemohon belum
n tersebut sangat

ketentua
berlaku tela
mencapai umur 16

i syarat usia bagi an

i kecual
h terpenl ‘ ahun dan pernikaha
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esia

; endesak untuk

® me tap i,

o Ngsy

= hubungan sudah Sedemikiap, gkan karena keduanya (elal

S €ratn ) anya telah memiliki
akan terjadi perbuatan, yang gilg ya Sehingga Pemahon sangat Khawath
. ran Eds ¢ AW

tidak segera dinikahkan 9 oleh ketentyan hukum Islam apabila

3 Bahwa Pemohon telap Mendatar
an
tersebut pada Kantor Urusan o r
Mma
Barru, akan tetapi

en ;
€ana pernikahan anak Pemohon
KeCamatan Mallusetasi, Kabupaten

sebagaimana  disebutkan dalam  syat  p Nomor
B.380/Kua.21.02.03/PW.00/|V/2017 - | enolakan omo
4. Bahwa Pemohon akan melangsy 9gal 25 April 2017 |
' ; Ngkan pemikahan anak Pemohon, Nurlia
binti La Cape dengan calon Suaminya, Muhlis bin Sakaria pada hari Kamis,
tanggal 18 Mei 2017 sebab anak Pemohon telah berpacaran dengan calon
suaminya.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan
nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk
terjadinya pernikahan menurut hukum Islam. |
Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang isteri
begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala

rumah tangga.

7. Bahwa baik keluarga anak Pemohon maupun keluarg

Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut c-ian §

ketiga lainnya yang keberatan atas berIangsungnya permkah::x e

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan i, e
Ketua Pengadilan Agama Barru cg. Majelis Ha

- adili perkara ini perkenan untuk memberi penetapan

a calon suami anak
tidak ada pihak
rsebut.

Pemohon mohon ke
yang memeriksa dan meng
sebagai berikut :

Primer :

n.
1. Mengabulkan permohonan Pemoho

—dﬁ
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1esia

Menyatakan member; diSpensasi kepag
cape untuk melangsungkan Pemikahan je anak Pemchon, Nurlia binti La
gakaria di Kantor Urusan Agama K ngan calon suaminya, Muhlis bin
3 membebankan biaya perkara menury
gubsider

amatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
t hukum,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon
mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15
(perusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada
pendiriannya lalu dibacakan surat Permohonannya yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon berns.s\ma
Nurlia binti La Cape telah hadir di persidangan dan telah me:bnizl;z:
keterangan Yyang pada pokoknya mempertegas permohonanh be:)acaran
tersebut dan menambahkan keterangan bahwa Pemohon te|‘a:ami o
selama lima tahun dan sudah sering berciuman dengan calon s

i i i berikut :
' tertulis sebagai berl
mengaJUkan . Tanda Penduduk atas nhama Saleha

| 26 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh
yangd telah dicocokkan dengan

Nomor
1. Fotokopi Kartu

731105701 2600006 tangga

i Kabupaten Barru,
pemerintah veri kode P-1.

aslinya serta

telah diber el B . r 7311051212110006 atas nama La Cape
i Keluarga Nom©
2. Fotokopi Kartu

Kepala Dinas
. 2013 yang dikeluarkan oleh pyang i
nuari ' Barru,
tangosl < ]arlli)an Pencatatan Sipl KabUPater.] kup, diberi kode P-
dukan iberi meteral CUKUP:
:.e peni:an dengan asliny? se
icoco

2.
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e

oran

FOtOkOpi ljazah Nomor DN-19 Dg 0151405 atas nama Nurlia tanggal 26
Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.
Republik indonesia, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta elah diberi
meterai cukup, diberi kode P-3.

Fotoko?! surat Penolakan Pemikahan rkan
B,380/Kua.21 .02.03/Pw.00/IV/2017 tanggal 25 April 2017 yang dikelua

i pupaten
antor Urusan Agam atan Mallusetasi, Ka '
oleh Kepala K gama Kecam o

Nomor

garru, yand telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diber
cukup, diberi kode P-4

i ula dud
Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, telah menghadirkan P

g sakKsi sebagai berikut :

kan :
okoknya menerang |
p Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohona

n dispensasi kawin

ki bernama Muhlis,

nesia

akan tetapi anak tersebut
_ Bahwa umur anak Pemoho

emohon telah men |
- B i Mallusetasl, namun KU

Urusa
karena
— Bahwa al

sudah perpacaran selama i
ga kedua orand
ahkan akan terja

erat sehing

segera dinik

sesusuan atau
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pelum cukup umur untuk di

n Agama Kecamatan
anak Pemohon belu
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di hal-hal yang tida

pemohon telah setuju menikah

per

ngan
" i nak Pemohon maupun

n sekarang baru 15 tahun.

anaknya ke Kantor

n pernikahan
S A tersebut menolak

m cukup umur.

keduanya
n mengawinkan anaknya karena

un dan hubungan i
. gkhawatirkan jika tidak

keduanya sangat

t men
tuanya sanga |
k diinginkan.
dengan calon suam
dan akan

inya

pekerjaan sebagai petan!

minya tidak ada halangan

a
dan calon su o

n nasab, semend
nurut hukum Islam.

keluarga dari calon

kawinan lainnya me

dan
tui rencand pernikahan tersebut
es
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ngnya
« ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangs g
fida
prnikahan tersebut.

okokny@
Kedua, Muharram bin Talibe, (tetangga Pemohon) pada P
Gaks

ahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan
Ba

karen

an tetapi
g 2 umur anak Pemohon sekarang baru 15 tahun.
Wi

_ pah
pahwa

usan Agam
ur a anak pemohon belum cukup umur. —
n

karena
m winkan anaknya
mohon akan menga in .
osen tahun dan hubungan keduany

i ika tidak
gat mengkhawatnrkan jika
a san
[ jinginkan-
ang tidak diingin -
y gikah dengan © lon guaminy

cbagai petan

ke Ka
m m ikahan anaknya
pemohon telah endaftarkan pernika e ik

i ter
a Kecamatan Mallusetasi, namun KUA

kare
pahwa 2
sudah berp
erat sehingg? k
ra dinikahkan @

a sangat
acaran selama lima
edua orang tuany
kan terjadi hal-hal
n telah setuju men

pekerjaan S
i kepala keluarga.

sege
Bahwa
karend te
bertanggung
Bahwa antara @

n akan
anak pemoho i

lah mempunya'

perkawinan bal
an ataupun h
ik keluarga

gesusu
Bahwa ba

ami and | e
s‘:i k ada pihak ketiga [ainny
tida

i lagi
permkahan tersebut menyatakan tidak 129

ohon
Bahwa selanjutnya Pe emo

ada per
lain dan berkesumpulan tetap P

Bahwa untuk m
hal sebagaimana terf:a
bagian yang tak terpisa
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1esia
%

s Menimbang, bahwa Maksug
. ud g ,
ebagaimana telah teryrq;i tjuan
S aiqgj ataS, peﬂnohonan pemohon adalah

Menimban
L T
pemohon mMengurungkap, Niatnya untyk telah
dibawah umur 16 tahun g4, - Menikahk

lalu dibacakanlah Permohonan Per
0

anak perempuan  Pemohon yang e

Mmama Nurlia binti La Cape untuk
melangsungkan pernikahan dengan | P

aki-laki bernama Muhlis bin Sakaria

meskipun anak Pemohon tersepyt belum memenuhi batas minimal usia 16

tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah
pula menghadirkan anaknya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan
bahwa anaknya telah dilamar oleh pihak keluarga atau orang tua calon suami
Pemohon namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut

mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama
n Mallusetasi sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 dengan alasan

ata
e ibawah umur. Oleh

n atau calon mempelai perempuan masih d

anak Pemoho yang berwewenang itu,

karena bukti P-4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat | ;
kim menilai bahwa terbukli keinginan Pemohon untu
ikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Mubhlis
. Kepala Kantor Urusan Agama

u dapat terlaksana apabila anak

maka Majelis Ha
melangsungkan per
bin Sakaria menda

Kecamatan Malluseta ersebt
eh Dispensas! Kawin aa

pat penolakan dari
bar

i dan hal tersebut

- ri Pengadilan Agama Barru.

Pemohon memperol p-1, Pemohon adalah warga

arkan bukdi
e Barru, hal mana alamat

i be
Menimbang, bahwa Cabupsten

Desa Nepo, Kecamatan Mallusetas!,
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Menimbang, bahwa berdasarkan bykii

. P-2, antara Pemohon dengan
anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab

dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Nurlia
adalah anak kelima dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal pendidikan
anak Pemohon bernama Nurlia hanya tamat sekolah dasar yang dikeluarkan
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan
terbukti anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah
meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenal hUbungla:
antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran 'denga:acas]:p
suaminya selama lima tahun bahkan anak Pemohon telah baligh se

ienj i i dengan
melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius

I . . . .

i istri keti ikah nanti.
i suami istri ketika menika
- engajukan 2 (dua) orang

bawah sumpah secara

a selain itu pPemohon telah m

i di
berikan keterangan
a lain yang dapat disimpulkan bahwa anak

e telah baligh/dewasa dan siap menikah
bernama Muhlis bin Sakaria tanpa
n serta antara anak Pemohon

Menimbang, bahw
saksi, keduanya telah mem
terpisah dan persesuaian sattf sam
Nurlia binti L& Cap
ga dengan |aki-laki
hon maupun pihak lai .
da halangan perkawl

un halangan perkawl o
ak Pemohon dengan calon suaminy

ohon masih perusia 15 tahun atau

Pemohon bernama
dan membina rumah tang
ada paksaan baik dari Pemo
uaminya tidak a
yan dan ataup
pernikahan an
rena anak Pem
minimal perkawin

nan baik karena nasab,
deigen Calall = nan lainnya menurut
SusS
semenda dan S€
hukum Islam, akan tetap!

tidak dapat dilaksanakan ka.t
ai batas usia

an bagi perempuan yaitu 16

belum mencap
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hun Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memilik
ahu”" , .

ekerjaan sebagai petani sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

p

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anaK

' m
p mohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta huku
e

sebagai berikut :

gahwa anak Pemohon telah berpacaran selama lima tahun derlu_:?an |a||;ll-t
|aki bernama Muhlis dan hubungan keduanya sudah sedemnklannean
serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubund
mereka kejenjang pernikahan.

K
i lamar ana
Bahwa pihak keluarga atau orang tua Muhlis telah me

i akan karenad
pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksan

t karena anak

; setempa
mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Penetapan

eroleh
pemohon masih dibawah umur dan harus memp

Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

on
n antara anak pemoh

Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa da ek

-laki bernama Muhlis tidak ada ha . perkawinan
usuan, ataupun ha
nda dan ses P o - perawan

ina
langan perkaw
dengan laki
karena nasab, seme

ak Pe
lainnya menurut hukum Islam serta an

[ jejaka. |
dan calon suaminya perstatus J€] s e ;

g Nomor 23

-fakta tersebut di

(c) Undang-Undan

orang tua
nyatakan bahwa
dungan A2t g erkawinan

iawab untuk mencegah terjadinya P "
J ebut dimaksudkan sebagal suatu
rs

i .anak untuk
tua yand menguasal anak . )
e - aimana yand dimaksu

! wosl® e Tahun 2002 Tentang
) Undang-Un m tidak menemukan

i seksual terhadap

wa perdasarkan fakta

i bah
Menimbang, -
rkan pada ketentuan pasal 26 ayat (1)
dasa

Tahun 2002 tentang Perlin
n dan bertanggund
ak-anak, hal te

perkewajiba
pada usia an
penekanan dini te

melakukan eksploitas
pasal 13 huruf (B

adap anak sebagd
dang Nomor 23
gan Majelis Haki
ukan eksploitas

oleh ’
Perlindungan Anak dan
kasi pemoho

alam persidan

i di n untuk melak
adanya In

anaknya.

esia
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sia

1045
Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun i
tan
al 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ten
pas

ipadab
jindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan !
per

meﬂUI’Ut ag

amanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresnkfﬂn
mun hal itY
ah, agama
pakan hak
an) dapat

peraturan

inginannya sesual dengan tingkat kecerdasan dan usianya, na
kel

Jak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalar hal ibad
I

jam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang meru
Is . e
sijhak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernika
asa

im m
gilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dala
ila

perundang-undangan telah terpenuhi.

k Pemohon tersebut,
tersebut pelum

m mencapai patas usid

a Pemohon mengajukan
ntuan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar ana

pemohon permaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan
e

dapat terlaksa .
i hun untuk pihak perempuan, sehingd

i i m kete
win ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dala .
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Per

Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohsc;r:
arif dan bijaksana serta tidak ada un

h Pasal 26 huruf (¢ ) Undang-Undang
gan Anak dan karenanya permohonan

na karena usia anak Pemohon belu

minimal 16 ta
i Dispensasi Ka
pasal 7 ayat (2) Undang-
dengan demikian Majelis
tersebut adalah langkah yang
menyalahi ketentuan yang dimaksu.d ole
ahun 2002 tentang Perlindun
pat dipertimbangkan lebih lanjut.
wa dari fakta hukum yan

mohon
uai ketentuan Pasal 6 dan i

i usia anak Pemohon
ra anak

Nomor 23 T

Pemohon da g telah diuraikan di atas,

Menimbang. bah
Majelis Hakim berkesim
sama-sama telah memenu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

i batas usia minim
e ak terdapat halangan melangs

lan bahwa anak Pe dengan calon suaminya
pulan

hi syarat perkawinan ses

1974 kecuali mengena
al 16 tahun. Selain itu, anta

yang belum menca gk

juga tid

dan calon suaminya | pasal 11 Undang-
Pemoh?" aimana digariskan pasal 8 sampai dengan e
B SEDigT hun 1974 jo. pasal 39 sampai dengan Pasal
Undang Nomor 1 12
Hukum Islam.
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h memenuhj ka egori d
t M dewasa baik se i
i cara fisik m
dimana anak Pemohon pada usia 1 | R

_ S tahun telah mengalami masa menstruasi
sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16

. tahun dianggap telah
memenuhi syarat Yang dikehendaki

o Undang-Undang untuk melangsungkan
Perkawinan sepanjang memperoleh dispensasilizin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon

dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar lima tahun, sudah
sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan
hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika
dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa
mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya
perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut

dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah figiyah yaitu menghindari
mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka
majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan
dispensasi kepada anak pemohon, Nurlia binti La Cape yang berusia 15 tahun ,

untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Muhlis bin Sakaria.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Membert dispensasi kawin kepaqa anak Pemohon, Nurlia binti La Cape
untuk melangsungkan perkawinan dengan Muhlis bin Sakaria.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pe[kara sejumlah

Rp 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangd
gilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan
gengan tanggal 13 Syaban 1438 Hijryah, oleh Dra. Hj. Fahimah, S:H., M-F-
cebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI., dan Ugan Gandaika, S-H. M-H-
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

ieli but
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis terse

: S.H,
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmabh,

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Perincian Biaya Perkara

0.000,00
|. Biaya Pendaftaran i zo_ooo,oo
5. Biaya ATK Perkara ip 240,000,00
3. Biaya Panggilan R2 5.000,00
4. Biaya Redaks.i -_ " 6.000,00
5. Biaya Meteral . Rp 341.000,00

Jumlah Uh- il rupiah).

(tiga ratus empat pul
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